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PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
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BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 eanun Kabupaten Aceh UtaraNomor Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anssaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggar an 2Ol4i"perl,t
menetapkan Peraturan Brrpati Aceh utara tentang penjabaran p!"rtanggungiawiban
Pelaksanaan _Anggaran Pendapatan dan Belanji Kablrpaten Aceh'ttafr Tahun
Anggaran2014;

1. Undang-U_nd_ang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
9tonoT Kabupatsn-Kabupaten dalam iingkungan Dae-rah propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun 1956 Nomoi 5g, Tambahan
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korup,si, Kolusi dan Nepot'isme (tem6i.an Negari nepitii[
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Limbaran Negira Reiublik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor.lT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
N egara Republik Indonesia Tah_un 2003 Nomor 47, Tamb-ahan Limbarin Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undarrg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran__Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4355, iamriTin
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan Tanssung
Jawab KeuSnga-n _Negara (Lembaran Negara Re"publik Indonesii irh;TOiia
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rlpublik indonesia Nomoi aabtll ---

6. undang-Undang- Nomor 2s rahun 2004 tenrang sistem perencanaan
P,embangunar Nasional (Lembaran Negara Republik"Indonesia i;hil-r004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara-Republil Indonesia-Nom r;  irli; - - -
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah
beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neglra
$epublik _Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
paeryh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tihun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomot 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Dqgrah dan Wakil Kepala Daerah (Lemblran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Relublik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokuler
rlan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,'Tambahan
Lembaran _ Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
lerak|ry dengan Peratutan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ientang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemetintah Nomor 24 Tahun 2004 tentane
tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewai
lgryqElun Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun 2605
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambafran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Perutwan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Satandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

2



19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggunglawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengad aan Barang/ I asa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakliir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Alas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

21. Peraixan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan_ Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
\enublik _Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peranrtan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Perurtran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. PeruFrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahw 2072 Nomoi 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman
Pengelolaan Kenangan Daelah sebagaimana telah diubah be6erapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu; 2011
Tentang lerubahan ledua Atas Peraturan Ment?ri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -

26. Peruwralr Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2614:

27. Perairan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang pedoman
Pemberian Hibah dan _Bantuan Sosial yang bersumber dari- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaga-iirana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri \omor 39 Tahin 2012
Tgntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
201.1 _Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. 9anu! Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 rentang pokok-pokok
Pengelola Keuangan Daerah ;

29. Qanln Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014; --

30. Qanun Katupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan

4l_ggurun Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahin Anggaran
2014:
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANTIN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten berupa Laporan keuangan memuat:
a. L ap or an Realis asi Arrggar an
b. Neraca Daerah
c.LaporanArus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah;

Pasal2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a Tahun
anggaran2014 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp.1.755.876.485.679,83
b. Belanja Rp.1.704.732.393.671.13
Surplus/Defisit Rp. 51.144.092.068,70

c. Pembiayaan:
- Penerimaan Rp. 61.952.353.890,14
- Pengeluaran Ptp. 2.729.334.440,83
Surplus/Defisit Rp. 59.223.019.449,31

Pasal3

Uraian laporan realisasi aruggararr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagat
berikut :

1. Selisih anggarara dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.314.538.650,32
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.|.727 .567.947 .029,51
b. Realisasi Rp.1.755.876.485.679,83

Selisih lebih/(kurang) Rp. 28.314.538.650,32

2. Selisih aruggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(136.893.125.867,52)
dengan rincian sebagai berikut :

(2) Laporan keuangan
laporan kinerja
daerah/perusahaan

a Anggaran
Realisasi

belanja setelah perubahan Rp. 1.841. 625.579.47 8,65
Ptp. 1.7 04.7 32.393.617,73

Rp.( 136.893.125.867,52)
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.165.207 .664.577 ,84 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (1 14.063.572.449,14)
b. Realisasi
Selisil lebih/(kurang)

Ro. 51.1 .092.068.70

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.(54.840.553.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
Perubahan Pi.p. 116.792.906.890,14

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp
(0,17) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggarun pengeluaran pembiayaan setelah
Perubahan Rp. 2.729.334.441,00

b. Realisasi Pio. 2.729.334.440.83
Selisih lebih,u fturang) Rp.( 0, t 7)

6. Selisih arggatan dengan realisasi pembiayaan netto
Rp.(54.840.522.999,83) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah
Perubahan Rp. 114.063.572.449,14

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 61.952.353.890,14
Rp.( 54.840.553.000,00)

sejumlah

b. Realisasi .59.22 t9
Selisih lebih/ (kurang) Rp.( 54.840.522.999,83)

Pasal 4

Jumlah aset Rp 5.211.999.393.369,66
Jumlah Kewajiban
Jumlah ekuitas dana Rp . 5 .203 .849 .362 .469 ,66

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember tahvn 2074 sebagai berikut :

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b per 31 Desember
Tahun 2014 sebagai berikut :

a
b
c

Rp . 6l .949 .527 .090 ,14Rp. 422.550.879.965,83
Rp. (371.406.787.897,13)

(2.729.334.440,83)

(27.901.200,00)

1 10.367.111.518,01

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d
tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kuaiitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Rp

Rp

Rp
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Rp. 165.207 .664.517 ,84

a. Saldo kas awal per l Jar,:';ari 2014
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Aset non keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas

Pembiayaan
e. Arus kas bersih dari aktrvrtas non

Anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014



Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendap atan dan Belanj a Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini,
terdiri dari:

a Lampiran I

Lampiran I.1

Lamp::ran I.2

Lampiran I.3

Lampran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampran I.7

Lampiran I.8

Lampir.an I.9

Lampiran I.10

Lampiran Lll

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

: Rekapitulasi realisasi anggaran
keselarasan dan keterpaduan
daerah dan fungsi dalam
keuangan negara;

: Daftar piutang daerah;

belanja daerah untuk
urusan pemerintahan

kerangka pengelolaan

: Laporan Realisasi Anggaran;

: Ringkasan laporan realisasi anggarz;n menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatarL, belanja
dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggar at berikutnya ;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

LaporanArus Kas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana maksud padaPasal1 ayat (2) yairu :

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeruh/perusahaan daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Qanun ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabarun peltanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatat dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
20t4 diafor dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 10

un ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2015 M

25 Zulqatdahl436H

4",ATI ACEH

H. MUHAMMAD TIIAIB

di Lhokseumawe
tanggal 10 September 2015 M

25 Zulqaidahl436H

ISA ANSHARI

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3I
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